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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertenty
pada tingkat pertama tefah menjatuhkan penstapan dalam perkara pannchonan
Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:
Muhammad Yamin bin Ajidin, urmur 4% tahun, agama |slam, pendidikan terakhir
S0, pekeraan tani, tempat kediaman di RL0OZ Rw.01 [Dasa
Lamere, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai Pemohon:
Pangadilan Agama tersebut:
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pinak terkait dalam perkara
a quo dalam persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya teranggal 06 Nopember
2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadian Agama Bima Nomor
222/Pdt P12016/PA Bm, tanggal 06 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-
hal sebapai berikut
1. Bahwa Pamochon hendak menikahkan anaknya yang bemama Juliati binti
Muhammad Yamin, umur 15 tahun 4 bulan, agama Isiam, pendidikan
SLTA, pekerjaan pelajar, berfempat tinggal di Rt.02 Rw.01, Desa Lamere,
Kacamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan secrang lakilaki bermama
Arignsyah bin Syahrudin, umur 19 tahun 4 bylan, agama Islam, pandidikan
SLTA, pekerjaan tani, bertempat finggal di RT. 002, RW. 00%, Dusun

Mpori,Dega Bundy, Kabuﬁaten Bima;
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2 Balwa rencana pemikahan tfersebut belum dapat  dilaksanakan
sehagaimana mestinya karena usia 2nak perempuan Femohon yang
bemama Hairunnisa bini M.Ali tersebut belum genap 16 t=han;

3. Babwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut
sudah sangat intimfakrab dan zaling cinte mencintat,

4. Bghwa Pemobon sebagai paman berpendapat telsh cukup alasan agar
hubungan antars anak Pemohon dengan calon susminya  tersebut
ditingkatkan dalam ikatan pemikahan yang sah, guna menghindan hal-hal
hendatif yang skan trbul dikemudian han;

5. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon istringa tersebut tidak
ada hubungan mahram baik nasab maupun rodls’ (sesusuan;

8. Batws Femohon sudah pemah dilamar calon svaminya tersebut dan
diterima baik aleh Pemohon dan keluarga;

7. Bahwa Pemachon sebagai paman telah memberitahukan maksud rencana
pemikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, aken
tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penclakan dar Kantor Urusan
Agama  Kecarmatan Rasanae Timur, Kota  Bima, Nomor
4850 A 19 06/3/Pw_ 01/X112016, tanggal 07 Nopember 2018,

Berdasarkan hathal tersebut di atas, Pemobon mohon agar Ketua
Pengadilan Agarma Bima cg. Majelis Hakim agar memeriksa dan memberikan
penetapan sebagai barilut:

Dalam Pefitum:

A Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang

bermama Juliati bini Muhammead Yamin untuk melangsungkan perkawinan

dengan calon suaminya yang bemama Adansyah bin Syahrudin;
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3. Menetapkan biays perkara sesuai aturan yang beraku;

B. Subsider

Danfatau menjatuhkan penetzpan lain yang seadil-adinya  berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada har persidengan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
datang menghadap di Parsidangan;

Bafwa Majelis Hakim telah membernikan nasihat agar Pemohon menunda
pemikshan anak Pemohon menunggu sampai cukup urmur 16 tahun, akan
tetepi Pamochon tetap bersikukuh mohon dispensasi kawin terhadap anak
Pemohon;

Bahwa salanjutnya dibscakanlah surat permohonan Pemobon tersebut di
atas yang isinya tetap dipertshankan cleh Pemohon;

Bahwa Pemahan mehghaditkan pula anak Pemohon, calon suami anak
Pemohon dan bapak kendung calon suami anak Pemohon, kefiga pihak
tersebut masing-masing telah membarikan katerangan sebagai berikut:

1. Anak Pemohon {Juliati inti Mubammad Yamin:

- Batwa benar dia hemdak menikah dengan secrang lski-taki yang
barnarma Ariansyah bin Syahnudin;

- Bahwa dia dengan calon suaminya sudah saling mengenal, sudsh akrab,
sudah saling mencintai dan serta telah melakukan hubungan kelamin
yarg menyebabkan Juliati binti Muhammad Yamin hamit, yang sekarang
tedah memasuki masa kehamilan 2 bulan;

- Bahwa ia telah siap untuk menjadi seorang isti;

- Bahwa antar dia dengan calon suami bdak ada hubungan mahram baik
nasab, racha' (sepersuaugn) maupun semenda;

2. Calon suami anak Pemohon [Ariansyah bin Syahrudin):

- Bahwa benaria dan anak Pemahon akan menikah;
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- Balwa benar ia telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya
suami isti yang menyebabkannya sekarang dalam keadaan hamil 2
bular;

- Balwa antara ia dan anak Pemachon tiklak ada hubungan mahram baik
nasgab, radhg’ {sepersusuant maupun sermendsa;

- Bahwsa keluarga calon suarmi anak Femohon talah melamar ke keluarga
Pemochon dan telah diterima lamaranmya;

- Bahwa ia telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan anak
Femaohonm;

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalii permohonannya, Pemohon di muka
persidangan telah mengajukan puta bukti surat benipa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atss nama Pemohon, dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dar: Catatan sipil kota Bima, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, stas nama Pemohon, Juliati binti Muhammad

Yamin tercatat sebagai anak kendung Pemehon, bukti P.2;

3. Fotokopi ljazah Sekclah Menengah Pertama atas nama Juliati bint

Muhammad Yamin, bukti P.2;

4 Fotckopi Surat Penclakan Pemikahan dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan Rasange Barat, Kofa bima, bulkdi P .4,

Bahwa selanjulnya Pemochon menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada permohonan dan mchon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makea ditunjuk segala
hal sebagaimana yang telah termuat dalam beritz acara sidang yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Psmohon pada

pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasinaii Pemchon agar
bersabar dan memkicarakan rencana pernikahannva secara baik-baik dan
menunggu umur anak Pemohon cukup umur dulu uniuk menikah, akan tetapi
Pemohon tetap bersikukuh dengan mohon dispensast kawin, selanjutnya
dibacakaniah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap
dipertahankan oleh Pamohon;

Menimbary, babwa Permohon telah mendalilkan babwa anak Pemohon
yang bemama Juliat binti Muhammad Yanmtin hendak menikah dengan calon
suaminya yang bernama Anansyah bih Syahrudin, namun Pegawai Fencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae barat menclak
menikahkan karena calen mempelai wanita belum cukup umur dan syarat
meniksh sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telsh menghadirkan di persidangan pihak-
pihak vang berkaitan dalarn perkara ini, masing-masing adalah anak Pemchon
{Juliali ki Muhammad Yamin), calon suami anak Pemohon {Anansyah bin
Syabrudin) dan bapak kandung calon suami anak Pemohon;

Menimbang, babwa Pemohon untuk  menguatkan  dalil-dalil
pemchenannya telah mengajukan bukti surat Pt sampai dengan P.4,

Menimbang, balwa bukli surat bertanda P.1 zampal dengan F.4 telah
bermeterai cukup dan alat bukdi yang fotokopi telah dicocokkan sesuai aslinya,
buzkti mana telah memeanubi syarat formil pembuktian, dan secara materiil telah
sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan
ketentuan Pasal 286 RBy. ayat {1) jo. Pazal 2 ayat {3) Undang-Lindang Nomor
13 Taehun 1985 tentang Bea Meterai, buktibukti  tersebut dapat

dipertimbangkan;
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Menimbang, bahws berdasarkan penmohonsn Pemohon dan keterangan
para pihak yang berkaitan dalam perkara a quo dan bukti-bukli Famohon,
didapat fakta-fakta sebagai berku:

» Bahwa Pemohon dan Juliadi binti Muhammad Yamin crang yang berdomisiii
di wilayah hukurmn Pengadilan Agama Bima,

= Bahwa benar Julisti binti Muhammad Yamin berurmur 15 tahun 4 bulan;

= Batwa benar Aransyah bin Syahrudin dengan Juliati bini Muhammad
Yamin sudah saling mengenal dan saling mencintai dan telah siap secara
lahir dan batin unfuk meniksh, serta keduanya telah melakukan hubungan
kelamin layaknya suamni istti yang menyebabkan Juliati bind Muhammad
Yamin sekarang hamit 2 bulan;

» Bahwa kehendak menikahnya anak Pemohan dengan calon suaminyz talah
diteiak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

» Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan
maheam baik nasab maupun radha' {gesusuan) atau semenda;

» PBahwa kehendak pemikahan telah disepakati cleh kedua keluarga calon
rrempelai;

Menimbang, bahwa dalam perkara pemmohonan Dispensasi Mikah yanrg
menjadi pokok masalah adalah apakah pemikahan anak Pamohon dengan
calon suaminya bargasarkan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa untuk meneniukan ukuran permagalahan ini harus
mangacu pada keientuan peraturan atau ksidah yang mengatur masalah
pemikahan dalam syariat Islam;

Menimbany, banwa daiam Syariat Islam, tidak ditentukan secara limitatif,
tegas dan terinci unsur-unsur atau kategori untuk batas umur nikah bagi calcn

mampelai;
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Menimbang, hahwa pemikahan dapat ditangsungkan jika telah memenuhi
syarat dan nikun pemikahan sezuai ketentuan Undang-Undang Nomar 1 Tabun
1974 jo. Pasal 7 ayat (2) seria tidak melanggar larangan nikah schagaimana
ketentuan Pasal 39 sampai dengan Fasal 44 Kormpilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa setelah meiakukan pemerksaan di persidangan
ditemukan fakia antarz anak Pemchon dengan calon suaminya tersebut tidak
ada ketentuan yang difanggar atau bertentangan dengan Syariat [skam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadifan
Agama Bima berpendapat keengganan Petugas Pencatst Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatzn Sape menolak uniuk menikahkan ansk Permchon
dengan calon susminya tersebut termyata didasarkan atas siasan yang dapat
dibenarkan oleh hukum positif dan perundang-undangan, akan teiapi dasar
hukum yang berdaku di Indonesia zelain hukum positf juga bedaku hukum
Islam;

Menimbang, bahwa tujuan hukum Islam pada pokoknya dapat dirumuskan
yakni mencegah mafsadat dan mencapai kemasiahatan;

Menimbang, bahwa sejalar dengan tujuan Hukum lzlam tersebut di atas,
dihubungkan dengan kaidah fighiyah yang mengatakan

heaad s o adie 2dddt ¢
Artinye: "Mencegah mafsadal harus didahulukan dand pada memperoleh
kemasiahatan”
Dian dihubungkan dengan kasus dalarm perkara ini, maka pembernian dispensasi
nikah blsa mencegah adanya mafsadat yang lebih besar terhadap din anak
Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah Ushul

Figh yang berbunyi sebagai berikut:
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Aabiadly Jo yia Ay M o s Cisucd
Arfinya: "Pemerintah mengurus rakyalnya sesuai dengan kemaslahataty”
Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi hamil anak Pemohon, maka
nerdesarkan Bab V| tentang Kawin Hamil Fasal 53 Kompilagi Hukum Islam,
walaupun anak Pemohon dalam keadaan hamil, maka tidak ada halangan
antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk melangsungkan
perkawinan, karsha kehamilan yang disebabkan oleh perzinaan maka tidak ada
iddah bagi perempuan hamil karena zina, sebagaimana pendapat Abu ishag
Ibrahim Al-Syairazi dalamn Kitah Al-Muhadzdzab juz 2 halaman 46 yang tetah
diambil menjadi pendapat Majslis berbunyi sebagai berilwt:
st 3 g i 20 Sy Y Lphen Y 050 Ga Julanll 1S5 Samgy
Artinya: "Wanita hamil dari zina boleh menikeh, sebab kehamiannya itu tidak

ditshatkan kepatla seseorang, maka adanya hamil sama dengan fidak
adanva™

Menimbang, bahwa herdasarkan perimbangan-perimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemahon telah beralasan hukum, aleh karenys patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang yang berkapentingan
terhagap perkara a quo. Oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada
Pemchon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalamamar penetapan,

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
beraku serta hukum Syara” yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohor;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kewin kepada Pemohor  untuk
rrenikshikan anaknya yang bermama Juliali binti Muhammad Yamin dendgart

seorang lakidaki yang barnama Ariansyah bin Syahrudin
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3. Membebarnkan kepada Pemchon untuk membayar biaya parkara ini

sejumlah Rp 216.000,- (Dua ratus enam belas nbu rupiahy;

Demikian penetapan ini ditetapkan datarn rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bima, pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2018
Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijryah oleh Mulyadi S .Ag
gebagai Ketua Majelis, Luth Muslih, S.Ag, M.A dan Drs. M. Agus Sofwan
Hadi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada har itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serla dibantu oleh

Arifuddin Yank, 5 Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadii  oleh

Femohon;
""" elis,
Mulyadi, 5. Ag
Hakim Anggota,
Lutfi Mustih, S.Ag., M.A Drs. M. Agus Sofwan Hadi
Panitera Pengganti,
-
Arifuddin Ya

Perincian Biava Perkara:
1. Biaya Pendaftaran  : Rp  €0.000.-

2. Biaya Proses *Rp  50.000,.-

3. Biaya Parggilan :Rp  125.000,-

. 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Matersi : Rp 6.000,-

Jumlah CRp 216.000.-
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